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ABSTRAK

KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

Tuah Mikou
tuahmikou(@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terhadap semua
aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu aspek strategis yang
harus diperhatikan yaitu aspek Organisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah. PP
Nomor 18 Tahun 2016 sangat bernuansa Rasional, Proposional, efektif dan
efisiensi. Tujuan Penelitian adalah Mendeskripsi dan menganalisis sejauhmana
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan dan untuk
mengetahui serta menganalisis langkah-langkah kebijakan strategis yang perlu
diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengoptimalkan
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah seiring dengan penerapan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desain penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dengan pola pendekatan deskriptif dengan
menggunakan sumber data Primer dan Skunder dalam bentuk arsip, dokumen dan
data statistik dan naskah penting lainnya. Sedangkan teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dan Observasi. Hasil
penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan urusan wajib, ada delapan yang layak
dibentuk Dinas, empat bentuk Badan dan satu bidang yang harus dibentuk Satuan.
Sedangkan berdasarkan Urusan Pilihan, ada Enam Dinas yang layak dibentuk.
Selain itu ada empat perangkat daerah yang harus ada pada setiap daerah yaitu
bidang pengawasan, bidang pengelolaan keuangan daerah, bidang kepegawaian
dan rumah sakit daerah. Sehingga disarankan untuk mengoptimalkan OPD agar
dalam penataan organisasi perangkat daerah yang akan dilaksanakan sesuai UU
Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan kriteria pembentukan organisasi
perangkat daerah berdasarkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan serta
memperhatikan SDM dan SDA yang ada.

Kata kunci: Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan, Optimalisasi Penataan
Organisasi
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ORGANIZATION OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF CENTRAL
ACEH DISTRICT GOVERNMENT ORGANIZATIONAL POLICY

Mentor I : Dr. HMuzakkar A.Gani, SH, M.Si
Mentor I1 : Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si

ABSTRACT

The enactment of act, Law Number 23 of 2014 brings consequences to
all aspects of local governance. One of the strategic aspects that must be
considered is the aspect of the Institutional Organization of Regional
Government. Goverment Regulation Number 18 of 2016 is very nuanced Rational,
Propotional, effective and efficiency. The purpose of the study is to describe and
analyze the extent of the Local Government Organization Arrangement that has
been implemented and to know and analyze the strategic policy steps that need to
be taken by the Local Government of Central Aceh Regency in optimizing the
Arrangement of Regional Government Organizations in line with the
implementation of Law Number 23 of 2014. The research design used in this
research is qualitative with descriptive approach pattern using Primary data and
Scunder data source in the form of archive, document and statistic data and other
important manuscript. While sampling technique used in this research is
purposive sampling. Data collection techniques used were interviews and
documentation and observation. The result of this research is concluded that
based on obligatory business, there are eight worthy of institution, four forms of
Agency and one area to be formed Unit. Meanwhile, based on the Choice Affairs,
there are six decent service established. In addition there are four regional tools
that must exist in each area of controlling, regional financial management,
personnel and regional hospitals. So it is advisable to optimize the OPD in order
to set up the organization of regional apparatus that will be implemented
according to act, Law Number 23 of 2014, taking into account the criteria of the
Jformation of regional apparatus organization based on the affairs that become the
authority and taking into account the existing human resources and natural
resources.

Keywords: Local Government, Government Affairs, Optimization of
Organizational Structuring

i

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER ( TAPM)
PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM . Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kebijakan Penyusunan
Organisasi Pemerintah Daerah Sesuai Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014).

Penyusun TAPM  :  Tuah Mikou
NIM o 501483127
Program Studi . Magister Administrasi Publik
Harn / Tanggal © Sabtu/21 Juli 2018
Menyetujui ;
Pembimbing I,
Dr. Ag Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si

'm, Ilmu Sosial

M.A., Ph.D

11

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN
Nama : TUAH MIKOU
NIM . 501483127
Program Studi . Magister Admnistrasi Publik
Judul TAPM . Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Tengah ( Studi Kebijakan
Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah Sesuai
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 )

Telah dipertahankan di hadapan panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal - Sabtu /21 Juli 2018
Waktu :08.15-9.45

Dan telahdinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

AQ TQ‘I’\(YQI’\

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Lula Nadia, M.Si, M. A

Penguji Ahli
Nama : Prof. Dr. Martani Huseini, M.Sj

Pembimbing I
Nama :Dr. Mazakkar A. Gani, SH.M.Si

Pembimbing 1
Nama :Dr. AgusJoko Purwanto M.S1

v

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

KATA PENGANTAR
PO i | VG | 1 PR
Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wh

Hamdan Sukran Lillah Wassalamatan ala Rasulillah, Pertama tama
marilah kita panjatkan pwji dan syukur kehadirat ALLAH SWT. Yang mana
beliau telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kegelapan kealam yang
terang menderang, dari alam yang tidak berpengetahuan kealam yang penuh
berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini.

Adapun judul Tugas Akhir Program Magister ini adalah "' KEBIJAKAN
PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH
TENGAH (Studi Kebijakan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah Sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)"

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang
terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph,D. Rektor Universitas Terbuka
yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan
di Universitas Terbuka

2. Bapak Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. Dekan Fakultas Hukum, Sesial
dan llmu Politik Universitas Terbuka

3. BRapak Dr. Darmanto, M.Ed. Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan
Politik Universitas Terbuka

4. Ibu Dr. Lula Nadia, M.A., M.Si. Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

5. Bapak Dr. Muzakkar A. Gani S.H., M.Si., Dosen Pembimbing I yang dengan
bijaksana memberikan yang terbaik bagi penulis.

6. Bapak Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si Dosen Pembimbing II yang dengan
tulus membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini

7. Kedua Orangtua Saya yang Saya Rindukan, terima kasih atas do’a —do’a
yang tiada henti

8. Isteri Saya yang dengan sabar menemani saya dan dukungan yang diberikan
dan anak anak tercinta yang menjadi sedikit terabaikan

9. TIM Pengelola Pasca Sarjana Program Studi MAP berserta seluruh jajarannya
yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan yang sangat baik selama
penulis mengikuti pendidikan.

10. Rekan rekan seperjuangan yang bersama sama bersusah payah dalam mencan
referensi dan artikel

Dengan segala kerendahan haii penulis menyadari kajian ini tidak luput

dan kekurangan, untuk itu penulis membuka diri menerima kritikan dan saran

demi kebaikan. Harapan penulis, semoga Proposal in1 dapat memberikan manfaat

kepada semua pihak, khususnya lagi bagi Pemerintah Daerah.

Wabillahi taufiqg wal hidayah , Wassalamualaikum Wr Wb.

Takengon, Agustys 2018

Penulis,

TUAH MIKOU

Vi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Nama

Jenis Kelamin

Tempat Tanggal Lahir
Agama

Anak ke

Nama Orang Tua

Alamat

Pendidikan

Pelatihan

HP

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Tuah Mikou, S.STP

: Laki-laki

: Banda Aceh, 30 Januari 1990

- Islam

: 3 dan 4 Bersaudara

: 1. Drs. Hasbi. S

2. Dra. Zuardah

: Desa Simpang Empat, Kecamatan Bebesen

Kabupaten Aceh Tengah

1 1.

2.

MIN 01 Bebesen 2002
SMPN 02 Takengon 2005
SMAN 1 Bebesen 2008

IPDN Jatinangor 2013

: 0853 5113 3301

vit

43459.pdf



DAFTAR IS1

Lembar Persetujuan...............ocooovoiiiiiii e e,
Lembar Pengesahan..................c.co.ooooiiiiiii e
Kata Pengantar ... e
Riwayat HIAUD..........ooooiii e

Daftar Bagan............ccooiii i
Daftar Lampiran ........c.c......ooooei i
BAB I PENDAHULUAN ...t e
A. Latar Belakang Masalah ..................ocoooovoieviieecee
B. Perumusan Masalah ...
C. TuuanPenelitian .....................ooooiiiiiiiiiceeeee
D. Kegunaan Penelitian ...........cc.o...ocooriiiniiii e

BABII  TINJAUAN PUSTAKA. ..o
AL Kajian TeOIT...ocoooiiiiiiii e e,
B. Penelitian Terdahulu.................coooi e,
C. Kerangka BerpiKir...........o.cooooiiiiiiiiii e e,
D. Operasionalisasi KONSEP............ocoviviiioiiiiieiiecice e e,

BABIII METODE PENELITIAN oo e e
Desain Penelitian......... oocooooiiii e
Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.............................
Instrumen Penelitian ..o e
Prosedur Pengumpulan Data..................ccooii
Metode Analsis Data...........oooooiiiio e

Mo oW >

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... e

BAB V. PENUTUP L. e,
AL KESIMPULAN. e
B, SARAN

DAFTAR PUSTAKA et e
Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..................ooocoeiiiiiin i e
Lampiran 2 Transkrip WawanCara ...............cc.ccoco i
Lampiran 3 DOKWMENTAST ......... oottt e

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43459.pdf

14



43459.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah. ...............ccocoooiiiii e 7

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil Penelitian ..., 29

Tabel 3.1 Informan Berdasarkan Teknik Purposive Sampling....................... 47
1X

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

DAFTAR BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ............cccocoooiiiiiiiiiiecec e 38

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Pedoman Wawancara ..................cccooooeooeiiiiiiecee e
Lampiran 2. Transkrip Wawancara ..............o.coccoeiiiiiiiiiineceeee e,
Lampiran 3. DOKUMENtaST ... ......ccoovveimiiiiiiieieece e
xi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43459.pdf

110
112
114



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459 pdf

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tengah, berikut ini gambaran tentang

susunan organisasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh

Tengah Tahun 2017 adalah:
1. Sekretariat Daerah, terdiri atas :
1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
a. Bagian Tata Pemerintahan
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
c. Bagian Hubungan masyarakat
2) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan :
a. Bagian Administrasi Pembangunan
b. Bagian Administrasi Perekonomian
c. Bagian Barang dan Jasa
3) Asisten Bidang Administrasi Umum ;
a. Bagian Umum
b. Bagian Organisaéi

c. Bagian Hukum

56
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B. Hasil Penelitian
1. Kebijakan Penataan Organisasi Kabupaten Aceh Tengah
a. Efektifitas

Dalam penetapan struktur dari sebuah organisasi perangkat daerah
memiliki berbagai keuntungan dan kekurangan hal seperti diungkapkan oleh
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Amri
Sujama, SSTP, M.Si yang juga merupakan Tim pengkajian Struktur kelembagaan
mengakui bahwa:

“Dengan ditetapkannya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Tengah mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing.
Keuntungannya adalah OPD memiliki landasan hukum, adanya kejelasan
kerangka kerja OPD), dan tidak terjadi overleaping tugas antar OPD serta
OPD memiliki arah yang jelas di pemerintah pusat. Sedangkan
Kelemahannya adalah Besaran organisasi bertambah signifikan dari OPD
yang lama, sehingga dana APBD menjadi membengkak pada belanja
aparatur”. Menurutnya pengisian jabatan kan hanya menunggu waktu,
bukan variabel konstan. Dinas-dinas yang ada masih membutuhkan waktu
untuk memacu dan diharapkan cepat berdaptasi untuk meningkatkan
kinerjanya, Kabupaten Aceh Tengah masih menyesuaikan dengan PP
Nomor 18 tahun 2016

i Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur
kelembagaan Organisasi ?emerintah Daerah Kabupaten Aceh Tgngah mempunyai
kelebihan dan keuntungan masing-masing Keuntungan pembéntukannya memiliki
landasan hukum. adanya kejelasan kerangka kerja Organisasi Perangkat Daerah,

\ dan tidak terjadi overleaping tugas antar OPD serta memiliki arah yang jelas di

! Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kab. Aceh Tengah,

Amri Sujama, S.STP, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Aceh Tengah, tanggal
03 Maret 2018 pukul 10:30 WIB.
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Pemerintah Pusat sedangkan kelemahannya adalah pembentukan struktur
Organisasi yang dibentuk belurn optimal karena Penataan Organisasi Pemerintah
Daerah dilakukan sekaligus dan tidak bertahap dengan waktu seadanya sehingga
tidak sesuai dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusianya serta
ketidakpahaman terhadap regulasi yang ada dan komitmen pimpinan atau kepala

daerah dalam penempatan pegawai sangat jauh dari kata Profesional.

Peraturan terbaru. Hal ini dijelaskan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016
Pasal 124 yang menjelaskan bahwa “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, untuk pertama kali, Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian
kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah
diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah

ini diundangkan”.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
tindak lanjut dari pasal 212, maka pembentukan organisasi kelembagaan
perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
ditekahkan pada pendekatan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan

- pemerintah wajib yang berkaitan dengén péléyanan dasar dan urusan pemerintah

pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

b. Efisiensi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pembentukan

Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk,
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kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan
pemerintahan yang diserahkan kapada daerah. Peraturan Pemerintahan ini
mengklasiﬁkasi dan menetapkan perangkat daerah menjadi 3 (tiga) tipe yaitu
Perangkat Daerah Tipe A, Perangkat Daerah Tipe B, dan Perangkat Daerah Tipe

C, serta Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Acel; Tengah diklasifikasikan
menjadi kabupatén dengan kelas atau tipe A berdasarkan perhitungan nilai
besaran organisasi perangkat daerah dengan menghitung nilai indikator dari
variabel umum dan variabel teknis, sebagaimana diatur dalam pasal (74)
rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten/kota dengan klasifikasi tipe A, maka perangkat daerah meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Hal ini sejalan‘ dengan pernyataan Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Mursidi, SH bahwa dilakukannya penataan
organisasi perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah yang mengacu pada PP
Nomor 18 tahun 2016, “pembentukan nantinya berdasarkan kebutuhan daerah
yang sangat mendesak antara lain adanya besarnya volume pekerjaan yang tidak
sesuai dengan struktur organisasi serta penyesﬁaian ﬁrusan yang diserahkan oleh

pemerintah pusat™.

2 Hasil wawancara peneliﬁan dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kab. Aceh Tengah,

Mursidi, SH bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 06
Maret 2018 pukul 10:30 WIB.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Mursyid,
M.Si mengatakan bahwa :

“Berkenaan dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah apabila kita akan melakukan penataan
kelembagaan bukan karena adanya perubahan bentuk kelembagaan pada
perundang-undangan terbaru, akan tetapi merupakan kebutuhan daerah
sendiri. Dan penataan kelembagaan itu perlu mempertimbangkan berbagai
faktor yang mempengaruhinya yang berimplikasi pada besaran Organisasi
Perangkat Daerah, Jadi kehadiran PP No. 18 Tahun 2016 tidak salah tapi
waktunya tidak tepat dan sangat mendesak apalagi saat-saat kesibukan
pada Pilkada Aceh Tengah Tahun 2016 yang lalu, karena Organisasi
Perangkat Daerah hasil penataan berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 belum
melaksanakan secara maksimal tugas dan fungsinya. Walaupun demikian
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tetap konsen terhadap
penataan Organisasi Perangkat Daerah” >

Jelaslah bahwa penataan organisasi Pemerintah Daerah yang disusun
dalam Peraturan Daerah atau Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 19
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh | Tengah yang telah
dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang merujuk pada PP

41 tahun 2007 perlu ditata ulang karena peraturan tersebut sudah tidak berlaku

lagi. Ada beberapa lembaga yang melaksanakan tugas dan fung51 tumpang tindih

(overlapping), besaran organisasi tidak 'selmbang dengan beban kerja serta adanya
lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi tidak sesuai dengan nomenklatur

dan jenis/bentuk kelembagaannya.

3 Hasil wawancara penelitian dengan Asisten 1 bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten

Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, tanggal 08 Maret 2018 pukul 09:30 WIB.
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c. Kecukupan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas maupun Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Aceh Tengah dibuat berdasar Qanun Bupati Aceh Tengah Nomor 9
Tahun 2011 dan Nomor 8 Tahun 2010 yang merujuk pada PP Nomor 41 Tahun
2007 walaupun UU Nomor 23 Tahun 2014 saat itu telah dibentuk akan tetapi
tidak dapat dilaksanakan di daerah karena teknis Pelaksanaan perundangan baru
ada pada Pertengahan Tahun 2016. Hal ini membuat _pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Tengah baru melaksanakan Penyusunan dan pembentukan pada
masa akhir berlakunya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan didalam PP Nomor 18 Tahun 2016 yakni enam bulan setelah
disahkannya PP Nomor 18 Tahun 2016. Selain terkesan mgndesak untuk
menyesuaikan dengan Peraturan tersebut, faktor yang lain menghambat
terlaksananya peyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru adalah karena
pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan Pemilihan

Kepala Daerah serentak seluruh Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Sckretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Karimansyah I, SE, MM. yang juga merupakan Ketua pengkajian Struktur
kelembagaan mengaku bahwa:

“Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh Tengah ditetapkan
baru dalam Rancangan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 yang baru di setujui
dan disahkan pada bulan Februari 2017 dengan persetujuan Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur Aceh sebagai wakil dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan PP Nomor 18 Tahun 2016. Keterlamabatan dalam pembentukan
dan susunan Organisasi Perangkat Daerah dampak dari Pilkada serentak
2016 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah dalam Pilkada tahun
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2016 lalu pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembentukan OPD
tersebut yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Ketua DPRD
mencalonkan diri untuk maju di pilkada tersebut, hal ini membuat
penyusunan pembentukan Organisasi Perangakat Daerah yang baru
menjadi hal yang tidak menjadi prioritas bagi daerah”.

Berdasarkan pengamatan langsung dan hasil data dilapangan bahwa,
susunan organisasi kecamatan dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Aceh Tengah belum berdasarkan hasil penataan yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dilihat tidak adanya klasifikasi tipe Kecamatan
A dan Kecamatan tipe B yang dilihat dari beban kerja. hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah Amri Sujama, SSTP, M.Si mengatakan bahwa :

“Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan terakhir pada Qanun
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 22 Tahun 2008 belum mengacu pada PP
Nomor 18 Tahun 2016. Susunan Organisasi dan Tata Kerja kecamatan
terbaru masih digodok dan menyesuai dengan tipelogi kecamatan sesuai
Peraturan terbaru sehingga nantinya pelaksanaan dilapangan tidak terjadi
kekeliruan. Nantinya Kecamatan dengan tipe A memiliki 5 seksi dan
Kecamatan dengan Tipe B memiliki 4 seksi karena beban kerja lebih kecil
dan sekretaris camat fturun setingkat menjadi eselon IV/a setara seksi
kecamatan. Ada 3 kecamatan yang memiliki beban kerja kecil yakni
Kecamatan Bies, Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Atu Lintang

dari 14 kecamatan yang ada”*

- ,. Berdasarkan data - dilapangan bahwa proses | penataan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sampai ditetapkanﬁya dalam Pératuran
Déerah atau Qanun Kabupaten Aceh Tengah tidak melibatkan unsur-unsur
lainnya seperti masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi. Semestinya setiap upaya

untuk merancang, membentuk, membubarkan ataupun menggabungkan suatu

* Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kab. Aceh Tengah,

Maret 2018 pukul 08:30 WIB.
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lembaga pemerintah daerah mestinya keterlibatan unsur rakyat amat diperlukan,
agar mereka mengetahui mengapa suatu lembaga itu dibubarkan atau dibentuk.
Cara semacam ini selain sesuai dengan prinsip demokrasi dan, juga sesuai dengan
paradigma yang diikuti dalam birokrasi publik, yaitu Partisipasi elemen lain
seperti LSM dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini diperlukan dalam upaya
memperoleh masukan bagi setiap kebijakan yang akan diputuskan sehingga
memperoleh hasil yang optimal dan kelak tentunya berdampak kepada kehidupan
masyarakat.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten
Aceh Tengah, Karimansyah 1, SE, MM meﬁgungkapkan bahwa :

“Organisasi Pemerintah Daerah perlu dikembalikan kepada hakekatnya,
yakni to serve the public, karena pelayanan publik sangat mustahil
pemerintah pusat melakukannya sendirian, sehingga harus membuka
ruang partisipasi dengan lebih memberdayakan masyarakat, dalam
Pembentukan OPD yang baru pemerintah Daerah tidak semua melakukan
perombakan dan perubahan yang signifikan sesuai nomenklatur
pembentukan sesuai PP no.18 Tahun 2016, ada beberapa dinas dan badan
yang akan dipertahankan akan tetapi tidak keluar peraturan tersebut”.’

Hal ini dijekaskan hasil wawancara dengan Asisten 1 bidang
Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Mursyid. M.Si bahwa:

“Penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari reformasi
birokrasi pemerintahan - dacrah sangat menentukan keberhasilan
kebijakan pelenggearaan pemerintah Kabupaten Aceh tengah
~ kedepannya. Oleh karena itu, penyusunan dan pembentukan OPD yang
baru ini harus memperhitungkan kebutuhan dan potensi daerah tanpa
mengindahkan nomoenkaltur pada PP nomor 18 Tahun 2016. Atas dasar
hal tersebut, maka Pemerintah menetapkan kebijakan penataan
kelembagaan daerah yang lebih diarahkan pada upaya penyempurnan
kelembagaan artinya tidak semua OPD akan mengalami perubahan, ada
sebahagian akan di pertahankan namun kiata akan memeperbaiki tata

> Hasil wawancara penelitian dengan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tengah, Karimansyah I, SE,
M.M bertempat di Ruangan Skretaris Daerah Kab. Aceh Tengah, tanggal 07 Juni 2017 pukul
10:00 WIB.
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kerja dan mfrastruktur fisik yang kinerjanya kurang mendukung dan
jauh dari harapan™.®

d. Perataan

Perubahan Organisasi Pemerintah Daerah sesuai PP nomor 18 Tahun
2016 akan terjadi perubahan yang signifikan, Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah sesuai Qanun nomor 3 Tahun 2016 Akan Berjumlah
35 Oganisasi Perangkat Daerah dengan rincian 24 Dinas, 11 lembaga teknis
daerah dibagi kedalam 8 Badan dan 3 Kantor. Berikut Organisasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh tengah yang dipertahankan dan akan direvitalisasi
karena kinerja instansi tersebut jauh dari harapan, direvalitasi dari tata kerja,
anggaran dan infrastruktur yang mendukung Kinerja organisasi Pemerintah

Daerah

Menurut pengamatan Penulis bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tengah dalam membuat produk hukum, mengkaji dan memeperhitungkan
lebih dalam, secara komunikasi dan koordinasi pada semua satkeholder apakah

pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru sangat mendukung

- penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menacapai Visi kabuapten Aceh

Tengah dengan melihat dari aspek kebutuhan dan potensi daerah, kemampuan
keuangan maupun ketersediaan atau kemampuan Sumber Daya Manusianya.

Sehingga pembentukan Organisasi Perangkat Daerah berjalan secara Optimal.

6

Hasil wawancara penelitian dengan Asisten 1 bidang Pemerintahan Sekretariat Kab. Aceh
Tengah, Dis. Muorsyid, M.Si bertempat di Kantor Skretariat Daerah Kab. Aceh Tengah, tanggat
06 Juni 2017 pukul 09:00 WIB.
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Setiap organisasi termasuk organisasi pemerintah dan pemerintah
daerah, menghendaki agar visi dan misinya tercapai secara memuaskan serta
senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal maupun
lingkungan eksternalnya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperilukan dukungan
sumberdaya manusia yang profesional. Sumberdaya manusia yang profesional
apabila dapat bekerja berdasarkan standar baku, bekerja dengan penuh rasa

tanggung jawab serta dengan etos dan moralitas tinggi.

Penataan Organisasi ini dituangkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah,
yang baru di setujui dan disahkan pada bulan Februari 2017 sesuai dengan PP
Nomor 18 Tahun 2016, maka Kabupaten Aceh Tengah saat ini kondisi Organisasi
Perangkat Daerahnya terdiri dari Sekretariat Daerah yang meliputi tiga asisten
sekretariat daerah dan delapan bagian, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRD) terdiri dari tiga bagian, 23 (dua puluh tiga) Dinas Daerah, Lebaga Teknis
Daerah yang terbagi atas enam berbentuk Badan dan enam berbentuk Kantor, 14
Kecamatan dan 295 Kampung/Desa. Kondisi Organisasi Perangkat Daerah Ini
menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bertambah dari 14
dinas menjadi 23 dinas, sedangkan lembaga teknis daerah berkurang menjadi 12,
artinya organisasi peral.lgkat' daerah Kabupaten Aceh Tengah menjadi lebih besar.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, setelah dikeluarkannya
Peraturan Qanun Nomor 3 Tahun 2016 menunujukkan bahwa pembentukan
struktur organisasi perangkat dacrah masih jauh dari harapan. Fenomena yang

dimaksud, yakni pembentukan organisasi perangkat daerah tidak melihat pada
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potensi daerah, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, dan sumber daya
manusia yang tersedia. Hal ini terlihat pada struktur organisasi yang gemuk.
Akibat organisasi yang gemuk berdampak pada jumlah jabatan struktural
bertambah banyak, namun tidak ditunjang dengan keberadaan sumber daya
manusia dan kemampuan keuangan. Hal ini dapat dilihat masih banyak jabatan
struktural yang belum diisi oleh aparatur, karena pangkat/golongan.belum cukup
untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu kondisi ini dapat mengundang
kekecewaan masyarakat karena tidak jelasnya lembaga-lembaga Pemerintah yang
menangani urusan-urusan tertentu. Hal ini mengakibatkan ketidaktaatan
masyarakat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena rantai
birokrasinya terlalu panjang dan juga menimbulkan biaya yang tinggi (High
Cost).
Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, Karimansyah I, SE, MM mengungkapkan bahwa :
“Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak keberatan jika
melakukan penataan organisasi perangkat daerahnya menurut yang
diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 asalkan nantinya
sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah baik dari
segi SDM maupun SDA berdasarkan kebutuhan yang dimiliki daerah.
Untuk saat ini Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan terhadap
- Rancangan PP pengganti Nomor18 Tahun 2016 yang disusun berdasarkan
- UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun Pemerintah Daerah masih
menyesuaikan Raperda yang disusun akan ditetapkan menjadi Qanun
daerah agar lebih sempuma™’.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisai

Setda Kabupaten Aceh Tengah, Amri Sujama, S.STP, M. S1 bahwa:

7 Hasil wawancara penelitian dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Karimansyah
I, SE, M.M bertempat di Ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 07 Juni
2017 pukul 10:00 WIB.
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“Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah baru saja
mengesahkan Qanun nomor 3 tahun 2016 padan bulan februari 2017
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah. Walaupun UU no.23 tahun 2014 sudah lama terbit akan tetapi
belum bisa berbuat banyak karena aturan operasionalnya baru saja
dibuat. Organisasi Pemerintah Daerah dengan potensi Sumber daya
- Alam dan investasi yang ada saya kira dapat cepat untuk menyesuaikan.
Walaupun PP Nomor 18 Tahun 2016 menurut kajian Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah masih banyak ketentuan yang perlu ditinjau
lagi, karena tidak sesuai dengan kondisi daerah, tetapi Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah tetap berupaya untuk menyesuaikan sedangkan
mengenai ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak cocok pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah tidak mengadopsinya, sepanjang hal itu tidak
mengganggu sistem pelayanan kepada masyarakat. Karena Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah berpendapat ketersediaan sumber daya aparatur
tetap merupakan prioritas pertimbangan dalam penataan Organisasi
Perangkat Daerah, karena bagaimanapun juga aparatur itu bagian dari
rakyat. Walaupun diakui kualiatas SDM aparatur masih jauh dari yang

diharapkan masyarakat™™,

Berdasarkan dua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan penataan
Organisasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meruyjuk pada
PP Nomor 18 Tahun 2016, daerah dalam menyikapinya dan secara bertahap sudah
mengarah dengan membuat Perda/Qanun dan pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah berdasarkan peraturan tersebut, walaupun tata kerja dan Tugas pokok dan

fungsi masih dalam penyusunan dan beium disahkan.

e. Responsivitas

8 Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Aceh
Tengah, Amri Sujama, S.STP, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Darrah Kabupaten Aceh
Tengah, tanggal 07 Juni 2017 pukul 10:00 WIB.
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Pada prinsipnya organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Secara khusus dan secara umum seluruh pemerintah daerah sumberdaya
aparaturnya sulit dikategorikan sebagai sumberdaya manusia yang profesional,
karena belum ada standar kerja yang spesifik untuk masing-masing jenis
pekerjaan. Penilaian kinerja individual dilakukan hanya dengan menggunakan
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)A pengganti Daftar Penilaian - Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) tidak efektif dalam melakukan evaluasi terhadap PNS di
Kabupten Aceh Tengah yang lebih banyak mengukur aspek kinerja dan moralitas,
bukan kualitas dan kuantitas kinerja pekerjaan. SKP juga memberi kewenangan
yang terlampau besar pada individu untuk menentukan kinerjanya, sehingga

membuat SKP tersebut dapat di terlihat mengada-ada.

Sejalan dengan upaya penataan kelembagaan perangkat daerah pada
dasarnya penataan pegawai negeri sipil bertujuan untuk menciptakan Pegawai
Negeri Sipil yang professional, bermoral, bersih dan bertanggung jawab
sebagaimana yang dituntut oleh masyarakat. Upaya tersebut meliputi pembenahan
terhadap keseluruhan aspek-aspek manajemen kepegawaian: perencanaan,
pengadaan, penempatan dalam jabatan, pengembangan, penilaian kinerja,

pemberhentian dan remunerasi.

Oleh karena itu dalam menyikapi perihal responsivitas pegawai tersebut, |
perlu dilaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan
organisasi untuk menyusun peta jabatan, kompetensi jabatan, dan jumlah pegawai
sesuai beban kerja organisasi. Hasil analisis jabatan tersebut dipergunakan sebagai

bahan dalam pengisian jabatan dan untuk mengatasi kesenjangan antara
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persediaan pegawai (pegawai yang ada) dengan kebutuhan pegawai sehingga

nantinya diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.

Dalam konteks penataan organisasi khususya berhubungan dengan
masalah resposivitas kepegawaian maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
melakukan pendistribusian pegawai kepada sejumlah organisasi yang telah
dibentuk. Penempatan pegawai tersebut didasarkan pada latar belakang

pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh pegawai.

Promosi pegawai, khususnya yang akan menduduki jabatan struktural
harus berpedoman pada UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Jjabatan, penilaian
atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari
tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender,
suku, agama, ras, dan golongan.

Namun kenyataannya terkadang ditemukan faktor lain dilvar ketentuan
yang berlaku justru menjadi faktor dominan penentuan promosi tersebut, dimana

penilaian subjektif dan atasan terkadang lebih berpengaruh daripada penilaian

objektif terhadap pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten III bidang Administrasi
Umum Kabupaten Aceh Tengah Drs. Rijaluddin. MM mengatakan bahwa:

“Untuk kedepannya penataan pegawai seperti penempatan pegawai dalam
jabatan akan mempertimbangkan kompetensi jabatan, jadi pegawai yang
menempati jabatan harus sesuai dengan keahlian atau kemampuannya.
Begitu juga dengan pengadaan dan rekrutmen pegawai akan dilakukan
berdasarkan kebutuhan riil daerah yang selama ini hanya berdasarkan
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kebijakan pemerintah Kaabupaten Aceh Tengah dalam rangka untuk
mengakomodir banyaknya angkatan kerja yang mencari kerja saja
disamping itu dalam hal promosi jabatan, mengacu pada PP Nomor 11
tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan masih dalam penyesuaian di
daerah kerena peraturan tersebut baru saja disahkan. Nantinya pada
Pengembangan karir akan menerapkan sistem Merit secara terbuka dan
merencanakan penempatan PNS dalam Jabatan tersebut sesuai dengan
kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi.
Sehingga pengisian jabatan-jabatan struktural pada umumnya telah
terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan semoga dengan
pola karir aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
kedepannya lebih jelas dan kompetitif”.’

Dengan demikian diperoleh gambaran bahwa penempatan seseorang
dalam jabatan tertentu sebagai bentuk promosi selain ditentukan oleh faktor-faktor
yang telah ditentukan dalam PP Nomor 11 tahun 2017 sebagai teknis pelaksana
dari UU Nomor 5 tahun 2014, juga harus mengikuti Sistem Merit berkompetisi
secara terbuka atau dengan kata lain lelang jabatan unutk menduduki suatu

jabatan.

Hal di atas juga didasarkan pada pandangan bahwa jabatan adalah
kepercayaan, bukan perpaduan antara kemampuan dengan kepercayaan.
Seseorang dapat saja duduk dalam suatu jabatan struktural tanpa memiliki
kombetensi dalam bidangnya sepanjang dipercaya oleh pimpinan. Gejala
semacam itu meluas dimana-mana, terlebih lagi pada masa UU Nomor 32 Tahun
2004, dimana Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas dibidang
kepegawaian (lihat pasal 130 UU Nomor 32 Tahun 2004). Apa‘bila pola semacam
itu dilanjutkan, maka akan sulit bagi Pemerintah Daerah memperoleh sumberdaya

aparatur yang profesional. Padahal dalam era otonomi daerah sekarang ini yang

°  Hasil wawancara penelitian dengan Asisten III bidang Adm. Umum Xab. Aceh Tengah Drs.

Rijaluddin bertempat di Ruangan kerja asisten III Kab. Aceh Tengah, tanggal 13 Maret 2018
pukul 01:30 WIB.
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berorientasi pada pelayanan publik dan kompetisi global, sumberdaya aparatur

yang profesional merupakan kebutuhan mutlak.

Menyadari pentingnya sumber daya yang berkualitas serta didukung oleh
latar belakang pendidikan yang memadai maka, Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah saat ini telah melakukan upaya ke arah tersebut walaupun masih ada juga
sejumlah pejabat yang nienduduki jabatan tertentu tidak sesuai dengan latar
belakang pendidikannya. Sebagai contoh masih adanya Béberapa Camat yang
diduduki oleh lulusan SMA, bekas Guru pengajar dan pangkat/gol yang tidak
cukup dipaksakan menduduki jabatan tersebut dengan kenaikan pangkat sampai
tiga kali yang maksimal kenaikan pangkat pilihan hanya dua kali padahal dari segi
kapabilitas dan kompetensi masih banyak yang lebih mampu dan mempunyai

pendidikan yang lebih tinggi.

Dilihat dari disiplin ilmu sumber daya aparatur yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan
saat ini masih kurang, selain itu pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan
belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat sering menimbulkan ketidakpuasan, seperti tampak dari banyaknya
keluhén dari berbagai pihak tentang MMg lancarn);a pelayanan kepada
masyarakat, mutu pelayanan masih rendah prosedur pelayanan yang berbelit—belit,
perilaku aparat yang kurang ramah dan kurang tanggap dalam memberikan
pelayanan, penguluran waktu penyelesaian urusan serta diskriminasi dalam
pelayanan. Peryataan di atas lebih cenderung mengatakan bahwa rendahnya

kinerja Organisasi Perangkat Daerah disebabkan penempatan pegawai yang tidak
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sesuai dengan kompetensi jabatan disamping memang kualits SDM aparatumya
juga masih kurang.

Berdasarkan data dilapangan bahwa didapat gambaran bahwa Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan penataan organisasi khususnya
berhubungan dengan masalah pendistribusian pegawai pada sejumlah OPD yang
telah dibentuk lebih banyak didasarkan pada persyaratan adminstratif sajé. Hal ini
disebabkan praktik-praktik manajemen kepegawaian yang masih belum mengikuti
prinsip-prinsip manajemen SDM. Hal ini terlihat dari sistem pengadaan Pegawai
yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil daerah, dalam rangka untuk
mewujudkan visi dan misi Daerah Kabupaten Aceh Tengah, namun disesuaikan |
dengan ketersediaan anggaran untuk belanja pegawai. Selain itu kebutuhan
pegawai berdasarkan jenis keahlian dan keterampilan yang benar-benar
dibutuhkaﬁ oleh masing-masing organisasi belum dilakukan karena struktur
organisasi yang ada masih belum ideal. Akhimya, kualifikasi pegawai yang

direkrut tidak selalu sesuai dengan formasi jabatan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan

Kesejahteraan Aparatur Kabupaten Aceh Tengah Huddin SE, MM sebagai

: berikut:

“Untuk saat ini sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Aceh Tengah
memang belum maksimal, dalam arti meskipun kualitasnya kurang tetapi
roda pemerintahan harus tetap berjalan. Menurutnya pengisian jabatan
hanya menunggu waktu, bukan variabel konstan. Perangkat Daerah baik di
sekretariat, Dinas-dinas maupun Lembaga Teknis Daerah yang ada masih
membutuhkan waktu untuk memacu kinerjanya, hal ini karena Kabupaten
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Aceh Tengah teru memeperbaiki dan menata manajemen kepegawaian
untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal™'.

Dari pernyataan tersebut sepertinya ada kesan bahwa meskipun secara
kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kabupaten Aceh Tengah saat ini masih
terbatas bukan berarti kegiatan pemerintahan tidak dapat berjalan dan justru
dengan segala keterbatasan yang dimilikinya maka Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah akan memacu kinerjanya dalam memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

Menurut analisis Peneliti, kenyataan di atas dapat terjadi disebabkan
beberapa faktor antara lain pertama adanya keterbatasan jumlah personil yang
memiliki keahlian tertentu yang diperlukan sebagai akibat dari pola rekruitmen
pegawai baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata daerah, kedua adanya
kekurang pahaman dari pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
kepegawaian untuk menginterpretasikan spirit dari peraturan kepegawaian yang
baru yang berbeda dengan peraturan kepegawaian sebelumnya, ketiga adanya
kepentingan-kepentingan dari pihak elit sebagai pengguna dan penentu
penempatan seorang pejabat dalam jabatan tertentu serat komitmen pimpinan

yang rendah untuk memperbaiki sistem birokrasi yang ada.

Mestinya Pemerintah Daerah dalam hal ini para pemegang jabatan dapat
memfasilitasi pengembangan usaha ini, sehingga masyarakat itu tidak selalu

berpikiran ingin jadi pegawai negeri saja. Hal ini berdasarkan data peneliti

2 Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Aparatur
Kabupaten Aceh Tengah, Huddin SE, MM bertempat di Ruangan kerja BKPSDM Kab. Aceh
Tengah, tanggal 07 Juni 2017 pukul 12:00 WIB.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



£

O N OV

434;2?.pdf

‘ dilapangan bahwa setiap pembukaan penerimaan Calon PNS hampir secara
i menyeluruh pencari kerja dari semua kecamatan datang untuk mendaftarkan diri.

| Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mutasi dan
Informasi Aparatur BKPSDM Aceh Tengah, Maryani, S.Ag, Bahwa :

|

|

} “untuk dapat melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud di atas,

t Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah akan melaksanakan

| pembinaan pegawai sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

| tentang Pokok-pokok kepegawaian yang dijadikan sebagai landasan yang

' kuat dalam melaksanakan pembinaan secara terarah dan teratur, selain itu
pembinaan pegawai juga dilakukan melalui pemenuhan terhadap
kebutuhan pegawai” antara lain, yaitu:

! 1.

‘ 2.

Pemberian kesempatan/dorongan untuk mengembangkan karier;
Pendisiplinan terhadap aturan untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas organisasi yang tinggi;

. Pemberian istirahat yang memadai;
. Pemberian penghargaan atas Jasa atau kebaktiannya terhadap

organisasi, baik material maupun immaterial;

Pemberian kesempatan berhimpun dalam organisasi pegawai,
Pemberian fasilitas kerja maupun sosial yang adil;
Keselamatan, keamanan dan kesehatan keija

Pemberian perangsang

Pemberian atau pengaturan rekreasi’ L

Menyadari akan pentingnya pelayanan prima terhadap masyarakat, maka
menurut peneliti Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penataaan
Pegawai secara komprehensip harus lebih giat melakukan perbaikan dengan kerja
keras di segala_ bidang dalam meningkatkan kualitas PNS. Adapun ktitenia-
kliterianya.nienurut peneliti yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah

adalah sebagai berikut:

a) Kemampuan kerja aparatur dalam hal ini meliputi peningkatan produktivitas

kerja pegawai, Peningkatan kompetensi dan ketrampilan pegawai, serta

1" Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur BKPSDM

Aceh Tengah, Maryani, S.Ag bertempat di Ruangan kerja BKPSDM Kab. Aceh Tengah,
tanggal 07 Juni 2017 pukul 09:00 WIB.
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kemampuan untuk bekerja sama, dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan
yang diberikan tepat pada waktunya.

Pembinaan dan pengembangan motivasi pegawai dalam hal ini pegawai dalam
bekerja dan memberikan pelayanan harus benar-benar dari kemauan dan
motivasi yang kuat tidak berdasarkan keterpaksaan dan melaksanakan
pekerjaan karena takut mendapat sangsi sehingga untuk kedepannya bisa
mendapatkan hasil yang maksimal. | | |
Responsibilitas, dalam hal ini pegawai harus cepat tanggap terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi, tanggap terhadap kritik baik dari
masyarakat maupun terhadap saran dan kritikan dari atasan serta kesesuaian
antara hasil kerja dengan program kerja yang sudah direncanakan.
Akuntabilitas, dalam hal ini pembinaan serta pengaraban kepada pegawai
dalam memberikan layanan harus benar-benar bertanggung jawab terhadap

pekerjaan yang dilakukan, disamping itu Pemerintah Daerah juga harus

‘mengetahui kebutuhan pegawai.

Ketepatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu

oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang

membantu penyusunan k—ebijakan' dan koordinasi, diwadahi dalam Lembaga

Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi oleh Lembaga Teknis Daerah,

serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Seiring dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
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teknis pelaksanaan merujuk pada PP nomor 18 Tahun 2016 maka dasar utama
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya
urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun, tidak berarti bahwa setiap
penanganan urusan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang
tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah harus benar-benar dapat mempelajarinya dan
menyikapinya dengan cermat, sehingga pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut dan berdasarkan urusan-urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Bab IV
urusan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya
tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah : politk luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Pembagian urusan pemerintahan, ditempuh melalui mekanisme
penyerahan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan
peinerintahan yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan fersebut,
pemerintah 'pﬁsat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberi
pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daecrah.
Sementara itu, terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi urusan

pemerintah pusat, dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada daerah.
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Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tengah melakukan penataan
Organisasi Perangkat Daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 pada awal Tahun
2017. Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dilakukan sekaligus dan tidak
bertahap serta terlihat tergesa-gesa sehingga tidak sesuai dengan kemampuan
keuangan dan sumber daya manusianya, karena penataan kelembagaan tidak
hanya mencakup jumlah, jenis, struktur organisasi serta nomenklatm kelembagaan
akan tetapi secara komprehensif mencakup keseluruhan faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi denganpengkajian
lebih dalam agar optimal.

Oleh karena itu Pemerintah Aceh Tengah harus benar-benar dapat
mengkaji dan memahami dengan benar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
agar proses penataan Organisasi Perangkat Daerah nantinya bisa dilaksanakan
dalam kapasitas untuk mengakomodasi adanya perubahan yang nyata sehingga
diharapkan dalam melakukan restrukturisasi birokrasi adalah penyederhanaan
birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan Qrgani sasi yang lebih
proporsioﬁal berdasarkan kebutuhan nyata daerah dan kewenangan urusan
pemerintahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut harus ada Komitmen Pimpinan
dan-Politz‘cal Will bersama antara para birokrat pemen'ntahén dan DPRD semrta
Ikom.itemen semua pihak dalam menciptakan birokrasi yang | jau-h.lebih baik dari
sebelumnya.

Berdasarkan data dari lapangan bahwa pada saat ini Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah sudah mulai melaksanakan evaluasi terhadap Qanun

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretanat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43459 pdf
78

|
|
|
E i Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Qanun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan
; Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah DPRK Aceh Tengah dengan
\l dikeluarkannya Qanun nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah serta RPP tentang Pembentukan dan
Penambahan Kecamatan dari 14 menjadi 20 Kecamatan sudah dibentuk dan
tinggal di sahkan lewat paripurna nanti.
Hal ini menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si

mengatakan bahwa :

“Qanun tentang pembentukan dan susunan Oganisasi Perangkat daerah
o yakni Qanun Nomor 3 Tahun 2016 dinilainnya sudah tepat walaupun
‘ belum maksimal pelasanaannya karena hal ini telah mengacu pada PP

Nomor 18 Tahun 2016 yang nantinya akan menyesuaikan dengan UU

Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dengan pembentukan Dinas-
: dinas bertambah signifikan, dan pembentukan beberapa bagian menjadi
L badan (Lembaga Teknis Daerah). Disamping itu karena mendesaknya
kebutuhan daerah yang mendesak dan menginginkan terjadinya walaupun
\ menurutnya perubahan tersebut dilaksanakan enam bulan yang lalu™'?,

Menurut Penulis Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah memang
benar kalau melakukan perubahan secara komprehensip berlandaskan PP Nomor
18 Tahun 2016 hanya saja pemerintah daerah juga terlalu terburu-buru dan
lamban dalam menyikapi hal ini padahal Qanun baru ditetapkan .6 bulan yang lélu.

‘\
|
\
| |
} ‘ Disamping itu pemerintah daerah dalam melakukan perubahan tanpa melalui
\ pengkajian secara akademis, perhitungan volume beban kerja dan analisis terlebih
|
|

dahulu dengan melibatkan unsur-unsur lain dari masyarakat seperti LSM, dari

12 Hasil wawancara penelitian dengan Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten
Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, tanggal 06 Juni 2017 pukul 09:00 WIB.
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akademisi seperi Perguruan Tinggi, serta tenaga-tenaga ahli lainnya yang
merupakan stakeholder Pemerintah Daerah yang nantinya akan terwujud
Organisasi yang dinamis sesuai dengan Kebutuhan dan kemampuan daerah.
Padahal menurut penjelasan dan ruh dari PP Nomor 18 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah bahwa kriteria yang dipakai dalam
menyusun Organisasi perangkat Daerah harus berdasarkan efisiensi, efektivitas,
pembagian habis tugés, rentang kendali, tata kerja yang jela_s? fleksibilitas, Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan
Pemerintahan danlpotensi Daerah.

Sehubungan dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M. Si menjelaskan

“Sehubungan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam waktu dekat akan
melakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerahnya,
walaupun Qanun No. 3 Tahun 2016 baru di tetapkan oleh Pemerintah
Daerah, karena demi efisiensi dan efektifnya OPD untuk kedepannya,
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah akan mengadakan perubahan
secara bertahap. Sebagai Contoh dulunya ada pengaturan yang masih
berlandaskan PP Nomor 41 Tahun 2007 maka untuk kedepannya akan
disesuaikan dengan PP Nomor 18 Tahun 2016. Sebenamya PP No.41
Tahun 2007 itu menurut hemat saya masih banyak kekurangan-
kekurangannyva dan ada kesan Pemerintah Pusat untuk meresentralisasi
kewenangan pemerintah yang telah diakui menjadi kewenangan daerah,
dan mudah-mudahan dengan lahirnya PP No. 18 tahun 2016 ini lebih
dilakukan penyempumaan-penyempumaan sebagaimana banyaknya
aspirasi-aspirasi yang disarankan dari daerah™".

Hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah merupakan kesempatan

yang sangat baik karena ada pengendalian kepada daerah dan arah pembentukan

3 Hasil wawancara penelitian dengan Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Kabupaten
Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, tanggal 06 Juni 2017 pukul 09:00 WIB.
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perangkat daerah lebih jelas. Disamping itu perangkat daerah dibentuk
berdasarkan urusan-urusan yang ditangani, sehingga ada pertimbangan faktor
politis, semua tugas dan fungsi perangkat ditempatkan sesuai dengan urusan yang
ditanganinya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah Keterkaitan dengan
urusan yang ditangam' ini juga tidak pernah terlepas dari faktor ketersedian SDM
yang akan melaksanakan urusan tersebut. semestinya aspek SDM ini menjadi
perhatian utama disamping harus didukung dengan SDA yang tersedia, apakah
mampu melaksanakan urusan-urusan sebagaimana yang dituangkan dalam
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tersebut. menjadi kewenangan Kabupaten
Aceh Tengah dan sepanjang masih dalam koridor yang sah. Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah mampu melaksanakannya dengan tujuan untuk
kesejahteraan masyarakat, tetapi menjadi dasar pertimbangan dalam penataan
Organisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan SDM personilnya. Menurut
mereka Kondisi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah saat im
memang perlu penataan, tidak hanya kelembagaannya tapi juga personilnya.
Karena bagimanapun baiknya hasil penataan Organisasi kalau tidak diikuti

dengan penataan SDMnya, tidak akan memberikan perubahan apapun kepada

* kelembagaannya'*,

Dari pernyataan di atas menurut analisis penulis- bahwa yang lebih
penting dan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
adalah kualitas SDM terutama SDM Aparatur selaku penyelenggara pelayanan

publik. Karena apabila penataan Organisasi Perangkat Daerah tidak di ikuti
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dengan Penataan Personilnya, maka tidak akan memberikan perubahan kearah
perbaikan. Disamping itu apabila suatn Ketika terjadi perubahan™ maka
Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga
Daerah mampu mengambil langkah-langkah startegis guna mengantisipasi
dampak yang muncul dari penerapan peraturan yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta penataan organisai yang optimal.

Seperti dijelaskan sebelumnnya bahwa seiring dengan berlakunya UU
Nomor 23 Tahun 2014 maka dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam
bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan absolut, ururusan
pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Dalam penyelenggaraan
otonomi luas, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, jauh lebih
banyak bila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi
wewenang pemerintah pusat. Di samping itu, bagian tertentu urusan pemerintahan
lainnya yang berskala nasional, yang tidak diserahkan kepada daerah. Selain enam
urusan pemerintahan yang telah diuraikan di atas, sisanya menjadi wewenang
pemerintah daerah.

Disamping itu menurut Pasal 12 ayat (3) UU Nombr 23 Tahun 2014
bahwa urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan adalah meliputi
urusan pemerintzhan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
potensi unggulan daerah, seperti Kelautan dan perikanan, Pariwisata, Pertanian,
Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan

Transmigrasi.
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; Mengagapi hal tersebut berdasarkan dengan hasil wawancara dengan
; Kepala Bagian Organisasi setda Kabupaten Aceh Tengah, Amri Sujama, S.STP,

M.Si bahwa:

} “Pembagian urusan tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten
} Aceh Tengah namun di dalam penataan organisasi pemerintah daerah disesuaikan
‘ dengan kebutuhan daerah. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah secepatnya akan
| melakukan penataan organisasi pemerintah daerahnya yang mengarah pada draft
| akhir PP 18 Tahun 2016,

Dilihat dari beberapa kriteria dan ketentuan yang ada di atas agar adanya
konsistensi sistem antara aturan yang lebih tinggi (dari pusat) dan aturan yang di
daerah walaupun dengan keterbatasan yang ada Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tengah sudah siap untuk melakukan penataan organisasi daerahnya dengan
harapan agar bisa mengoptimalkan penataan organisasi pemerintah dacrah Sesuai
UU Nomor 23 Tahun 2014 yang lebih menyentuh kepada pelayanan masyarakat.
Hanya saja Pemerintah Daerah harus terus melengkapi Tata kerja dan tugas pokok
dan fungsi organisasi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah yang belum ada
dan menyempurnakan pembentukan organisasi seiring baru berlakunya Qanun
nomor 3 tahun 2016.

2. Langkah-Langkah Strategis Yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten

Aceh Tengah dalam Rangka Persiapan Penerapan Undang-Undang Nomor
| 23 Tahun 2014 o

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat Pemerintah

Daerah sebagaimana yang telah dikemukakan di depan, bahwa Perangkat Daerah

yang ada saat ini sangat tisak optimal dan masih ada yang tumpang tindih tugas

!> Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Aceh
Tengah, Amri Sujama, S.STP, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, tanggal 07 Juni 2017 pukul 10:00 WIB.
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dan fungsinya antara satu unit kerja dengan unit kerja yang lain, sehingga terjadi
‘ rebutan tugas dan fungsi. Dari aspek jumlah Perangkat Daerah maupun Susunan
Organisasi (jumlah jabatan struktural pada masing-masing unit kerja sudah sangat
tidak efisien dan efektif, karena pembengkakan struktur tidak diikuti dengan
volume sumber daya aparatunya). Sementara dari aspek bidang urusan yang
ditangani masih ada unit kerja yang disusun tidak berdasarkan bidang urusan yang

ditangani.

Terlepas dari masih ada beberapa kelemahan dalam UU Nomor 23 Tahun

2014 yang dalam pelaksanaannya nanti diperkirakan akan mengalami hambatan,
namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah harus tetap
! mengambil upaya atau langkah-langkah strategis. Beberapa pendapat
i dikemukakan oleh sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Aceh Tengah, antara lain adalah:

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, Karimansyah I, SE, MM mengatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak keberatan jika
melakukan penataan organisasi perangkat daerahnya menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 asalkan nantinya sesnai dengan kriteria,
kebutuhan dan kemarmpuan yang dimiliki oleh daerah baik dari segi SDM
. maupun SDA. Pemerintah Daerah tengah melakukan perubahan terhadap
OPDnya, walaupun PP No. 18 Tahun 2016 baru ditetapkan oleh
| Pemerintah Pusat, karena demi efisiensi dan efektifnya OPD untuk
; kedepannya maka sambil menunggu Ketetapan tata kerja dan sebagai alat
kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah akan
mengadakan perubahan yang mengarah kesana secara bertahap dengan
langakaah awal menetapkan Qanun nomor 3 Tahun 2016 tentang susunan
dan pembentukan OPD Kabupaten Aceh Tengah agar tidak terjadi
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kesalahan dalam pelaksanaanya dan nantinya kita lakukan evaluasi”.'®
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Amri Sujama, SSTP,

M.Si1 bahwa:

“Sehubungan dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum bisa berbuat banyak
walaupun Qanun OPD terbaru telah dikeluarkan, sehingga sambil
menunggu ditetapkannya peraturan pendukung teknis penyelenggaraan
perangkat daerah, pemerintah daerah terus secara bertahap memebenahi
apa yang kurang pas. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Aceh Tengah -
juga akan melakukan pengkajian-pengkajian dalam penerapan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya dan
membuat rekomendasi kepada Sekretaris Daerah altematif-altematif
kebijakan yang perlu diambil Pemerintah Daerah, salah satu di antaranya
pelaksanaan tes kompetensi jabatan atau sistem merit sesuai UU No. 5
Tahun 2015 tentang ASN. Pemerintah Kabupaten ‘Aceh Tengah tetap
berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah
sedangkan mengenai ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak cocok
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak mengadopsinya, sepanjang
hal itu tidak mengganggu sistem pelayanan kepada masyarakat. Karena
Pemerintah Daerah berpendapat ketersediaan SDM tetap merupakan
prioritas pertimbangan dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Walaupun diakui kualiatas SDM aparatur masih jauh dari yang

diharapkan masyarakat™."’

Hal ini menurut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraah
Rakyat, Drs. Musyid, M.Si mengatakan bahwa

“Sehubungan dengan diberlakukannya UU ‘Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam tahun ini melakukan
perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerahnya sesuai dengan PP
Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah akan

1® Hasil wawancara penelitian dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Karimansyah
I, SE, M.M bertempat di Ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 07 Juni
2017 pukul 10:00 WIB.

Y Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Aceh
Tengah, Amri Sujama, S.STP, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh
Tengah, tanggal 07 Juni 2017 pukul 10:00 WIB.
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mengadakan perubahan secara bertahap dengan ditetapkannya Qanun 3
Tahun 2016 yang baru di sahkan maka dari Pemerintah daerah terus
mengevaluasi dan melengkapi apa yang kurang agar tidak terjadu
kekliruan saat pelaksanaanya. Langkah yang dipersiapkan oleh Pemda
seperti memberikan pemahaman-pemahaman dan memotivasi pegawai
kepada pegawai mengenai kebijakan akan terjadi sebagai akibat penataan
perangkat daerah, memprogramkan Anggaran untuk pegawai yang mau
mengambil pensiun dini sesuai dengan UU No.5 tahun 2014 yang batas
usia pensiun disepakati tetap 58 tahun serta mempersiapkannya dengan

mendata pegawai di atas 50 tahun yang dianggap tidak layak kerja,

kemungkinan akan diambil kebijakan pensiun dini”."®

Pendapat yang dikemukakan oleh pejabat di atas, Peneliti dapat menarik

suatu kesimpulan bahwa dalam rangka penerapan PP Nomor 18 tahun 2016

tersebut langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP nomor 18 Tahun
2016 tersebut dikalangan pegawai dan khususnya para pejabat struktural jika
nantinya ada perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang di susun
berdasarkan kriteria tersebut.

2. Membentuk Tim khusus dan tim Anjab yang terdiri dari para pejabat pada
Badan Eksekutif Daerah dan dari Badan Legislatif Daerah serta unsur
masyarakat, LSM, Parpol dan mahasiswa dalam mengkaji dan meneliti
Pefaturan Pemerintah yéng berhubungan dengan organisasi bperangkat daerah
serta langkah-langkah antisipasi yang harus dipersiapkan épabila dilakukan

perubahan OPD dan memperhatikan keterkaitan dengan urusan yang

¥ Hasil wawancara penelitian dengan Asisten I bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Mursyid, M.Si bertempat di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 06 Juni 2017 pukul 09:00 WIB.
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ditangani, beserta pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan

rumpunnya pada saat penat.

. Memberikan pemahaman-pemahaman dan memotivasi pegawai kepada

pegawai mengenai kebijakan akan terjadi sebagai akibat penataan perangkat
daerah, seperti menawarkan dan memprogramkan Anggaran untuk pegawai
yang mau mengambil pensiun dini sesuai dengan UU nomorfS tahun 2014
tentang ASN dimana jika tidak memenuhi syarat tidak akan mendapat uang
pensiun sedangkan batas usia pensiun disepakati tetap S8 tahun serta
mempersiépka.nnya dengan mendata pegawai di atas 50 tahun yang dianggap

tidak layak kerja.

. Membuat kajian-kajian akademis terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam rangka persiapan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
dan PP 18 Tahun 2016 beserta peraturan pelaksanaannya dan altematif-
altematif kebijakan yang perlu diambil Pemerintah Daerah salah satu di
@taranya pelaksanaan tes Assessment kompetensi jabatan dengan tetap

berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah

‘disamping ketersediaan sumber daya aparatur tetap merupakan prioriias

pertimbangan dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah karena kualiatas

SDM aparatur masih jauh dari yang -diharapkan masyarakat. bila perlu
mendatangkan tim pemantau OPD dari pusat untuk membuat seminar-seminar

yang berhungan dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014

. Dalam hal pengisian jabatan perlu dilakukan fit dan profer test serta Sistem

Assessment (lelang jabatan) sehingga diperoleh pejabat yang tepat untuk
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jabatan yang tepat pula. Dan khusus untuk esselon II perlu dibatasi usia hanya
sampai 58 tahun untuk mempercepat pengkaderan alih generasi walaupun di
UU ASN batas usia pensiun Pejabat Pimpinan Tinggi sampai 60 Tahun.

6. Melakukan perubahan melalui pengkajian secara akademis, perhitungan
volume beban kerja dan analisis terlebih dahulu dengan melibatkan unsur-
unsur lain dari masyarakat seperti LSM, dari akademisi seperi Perguruan..
Tinggi, serta tenaga-tenaga ahli lainnya yang merupakan stake holder
Pemerintah Daerah yang nantinya akan terwujud organisasi yang dinamis
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

7. Mempersiapkan tenaga fungsiqnal dengan mengikutkan pegawai diklat
fungsional sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing yang
disesuaikan dengan jabatan fungsional yang ditetapkan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara karena kualiatas SDM aparatur masih jauh
dari yang diharapkan.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Penataan Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Peraturan Pémerintah nomor 18 Tahun 2016 Sebagaimana dalam produk

Peraturan Pemerintah teréebut, masa penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan tersebut.

Dengan demikian Pemerintéh Kébupaten Aceh Tengah sebelum terbit Peraturan

Pemerintah ini telah menyiapkan diri mulai sekarang mengingat waktu

penyesuaiannya terlalu singkat yaitu dengan mengkaji PP nomor 18 Tahun 2016,

sedangkan berdasarkan hasil penelitian dilapangan Pemerintah Kabupaten Aceh
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Tengah dalam melakukan kegjatan penataan kelembagaan prosesnya melalui
benerapa tingkat pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat
menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam penataan organisasi dan
kepegawaiannya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebaiknya melakukan pengkajian
ulang draft Rancangan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang telah
disusun berdasarkan PP No. 18 Taﬁun 2016. Kebijiellkan yang sebaiknya dilakukan
adalah dengan melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah yaﬁg sesuai
dengan potensi dan masalah daerah dalam rangka mendukung tercapainya visi dan

misi Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten AcehTengah

sebagaimana diungkapkan oleh Wiliam N Dunnsebagai berikut:

1) Efektifitas
Sebagai salah satu produk kebijakan, sudah tentu upaya untuk melakukan
penataan organisasi perangkat daerah dilakukan agar fercipta organisasi
perangkat daerah yang dapat mengayomi dan melayani masyarakat. Efektfitas
" dalam hal ini berkaitan erat dengan pola struktur organisasi yang di terapkan
' v.'dala.m pelaksanaah penataan organisasi perangkat daerah, dalam hal ini
Mencapai tahapan mobilisasi (achieve mobilization) : proses yang mendorong
tumbuhnya energi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi proses tranformasi,
motivasi dan komitmen aparatur khususnya pimpinan/kepala daerah

memperhitungkan dan mengkaji secara mendalam pembentukan organisasi
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serta pemangkasan birokrasi sesuai kebutuhan, potensi dan kemampuan
Keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah.

2) Efisiensi
Menurut William N Dunn efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang
diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, hal ini berkaitan -
dengan menciptakan kejelasan arah potensi dan komitmen pada misi sebagai
acuan kerja-dalam mencapai visi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
dengan melakukan perencanaan yang jelas, terukur dan terarah serta kejelasan
hirarki kebijakan agar berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah belum melaksanakan penataan organisasi dengan
efisien.

3) Kecukupan
William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau
kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, Menyusun model
ekonomik (construct an economic model) : padangan lebih rinci bagaimana
suatu nilai diciptakan organisasi yakni budaya kerja memberikan kreatitas dan
inovasi ﬁada aparatur yang | berorientasi pada hasil kinerja pegawai
pemerintah (iaerah Kabupaten Aceh Tengah. Pembenahan infrastruktur fisik
(align the physical infrastructur) : salah satu ukuran yang sangat penting
terhadap arah dan strategi suatu organisasi dalam artian sarana-prasarana

infrastruktur yang dibutuhkan organisasi pemerintah daerah dalam menunjang
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kualitas kinerja pegawai dan organisasi pemerintah daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
4) Kerataan
Kerataaan atau kesamaan oleh William N. Dunn menyatakan bahwa
kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal d@n sosial
dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok—kel:ompok yang.
berbeda dalam masyarakat Penataan kelembagaan st—ruktur organisasi pada sektor
publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah. Pada dasarnya peraturan terseb__ut mengatur penyusunan dan pembentukan
organisasi perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran
(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai kondisi nyata masing-masing
daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang
bertujuan membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional,

efektif, dan efisien.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah
dituntut untuk menyesuaikan kembali jumlah organisasi yang ada di daerah.
Dalam konteks ini diharapkan mampu menciptakan perangkat daerahnya yang

. le‘tﬁh efisien dan efektif serta memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat
dalaﬁ penyelenggaraan pembangunan di daerah.  Ketentuan pasal 212 ayat (1)
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Organisasi Perangkat

‘ Daerah ditetapkan dalam peraturan Daerah atau Qanun dengan memperhatikan

faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016.
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5) Responsifitas
Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness)

berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,

preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu

a. usaha menghubungkan pola pikir oganisasi dengan lingkungannya dalam .. ..
konsistensi dan profesionalitas aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Tengah untuk mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan dengan bekerja
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Mengembangkan bisnis yang baru (invent new business) : strategi untuk
membangun kemampuan organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tengah melalui pendekatan kemitraan dalam bentuk menjalin
komunikasi dan intensitas koordinasi antar lini organisasi pemerintah daerah
maupun dengan pemerintah pusat.

c. Mengubah peraturan melalui teknologi informasi (change the rule through
information technology): usaha memanfaafkan teknologi sebagai dasar
mencari jalan baru menghadapi kopetensi dengan mempercepat penyelesaian
pekerjaan dan meminimalisir tingkat kesalahan atau Human Error yang
sering terjadi pada aparatur pemerintah daerah, serta kemambuan beradaptasi
Pemerintah - Daerah ‘Kabupaten' .. Aceh ~ Tengah dalam tuntutan dan
perkembangan zaman.

6. Ketepatan.

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dan tujuan program dan pada

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat
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diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya. Perhitungan yang harus
dilakukan oleh daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom dalam menata
kembali organisasi perangkat daerahnya adalah dengan memperhatikan urusan-
urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa urusan wajib
dan urusan pilihan yang harus dilakukan Kabupateﬁ/Kofé serta secara nyata ada
dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
karakter daerah dan kebutuhan masyarakat.

Suradinata mengatakan bahwa: pemborosan dana akibat besarnya
organisasi berakibat pada jumlah anggaran besar untuk kantor-kantor
Kementerian setingkat kementerian dan struktur organisasi Pemerintah Daerah
membutuhkan sangat besar jumlah dananya, sehingga mengurangi anggaran untuk
pembangunan sarana dan prasarana publik. Yang kita butuhkan dalam organisasi
pemerintahan kaya fungsi yang berkualitas dan hemat struktur organisasi.

Menurut Penulis untuk kedepannya agar bisa mengoptimélikan penataan
organisasi pemerintah daerah Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 yang lebih:
menyentuh kepada pelayanan masyarakat maka dalam melakukan restrukturisasi
birokrasi pemerintah daerah. harus mengkaji lebih dalam birokrasi pemerintah

" yang ’diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional
berdasarkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran' (rightsizing) dengan
memperhatikan pedoman pemerintah yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun
2014. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut harus ada kesadaran dan komitmen

" pimpinan serta Political Will bersama antara para birokrat pemerintahan dan
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- DPRK serta komitemen semua pihak dalam menciptakan bangunan birokrasi
yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa kesulitan yang
ditemui peneliti dalam rangka pengumpulan data, antara lain masalah sering
keluarnya pejebat-pejabat Pemda ke luar daerah sehingga menyebabkan
pegumpulan data dalam bentuk wawancara masih sedikit sulit. Hal ini karena
pimpinan-pimpinan -daerah yang ada juga sering memberi contoh yang kufang
baik seperti keluar daerah dengan berminggu-minggu bahkan dengan bulan.

Sebenarnya dalam setiap Organisasi Pemerintah diperlukan Pemimpin
yang harus mempunyai kemampuan secara dini memahami dinamika
perkembangan masyarakat, mengerti. apa yang dibutuhkan dan menjadi pihak
pertama untuk memberi perhatian terhadap kebutuhan itu disamping itu sebagai
pimpinan juga harus yang mempunyai karakter kepemimpinan yang sensitif dan
responsif bukan yang reaktif, yaitu bertindak setelah terjadi sesuatu. Apabila
belum dapat memenuhinya maka harus mengkomunikasikannya dengan
masyarakat mengapa kebutuhan itu belum dapat dipenuhi. Selain itu harus dapat
menghayati, mendengarkan suara masyarakat maupun bawahannya dan
menanggapi keadaan secara cepat. Karena Kepemimpinan itu adalah peran bukan
Iﬁasalah karisma, kekuasaan atau kekayaén Sehingga harus dapat ﬁenja& pelita

- yang berjalan di depan dan berkorban untuk menjadi yang di depan. Seorang
pemimpin adalah guru bagi pengikutnya. Ia harus memberikan warna dan makna
bagi yang dipimpinnya, akan tetapi di sisi lain dia harus mau menjadi seorang

pembelajar, termasuk belajar kepada orang-orang yang dipimpinnya dan kepada
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alam semesta.

Disamping itu ada beberapa lembaga yang melaksanakan tugas dan
fungsi yang tumpang tindih (overlapping), sehingga besaran organisasi tidak
seimbang dengan beban kerja serta adanya lembaga yang melaksanakan tugas dan
fungsi tidak sesuai dengan nomenklatur dan jenis/bentuk kelembagaannya, Antara
lain sebagai berikut : ~
1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, apabila diwadahi

dalam satu SKPD, mempunyai beban kerja cukup berat, maka disarankan
tidak digabung dalam satu rumpun, tetapi dapat dibentuk menjadi dua SKPD
yaitu Dinas  Pendapatan dan Badan = Pengelolaan =~ Keuangan  dan
Aset, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 151 UU Nomor 23 Tahun 2014
yaitu pengelolaan keuangan dengan prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uvang.
Hal tersebut, telah ditetapkan SKB antara Menteri Dalam Negeri dengan
Menteri Keuangan terkait dengan pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditetapkan Permendagri
56 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
" yang intinya melakﬁkan perubahan dan pénambahan- fungsi pefnunguta.n
BPHTB dan PBB Perkotaan dan Perdesaan.
2. Kemudian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM yang
seharusnya dipisahkan karena tugas koperasi fungsinya mencakup UKM yang

beban kerjanya semakin padat disamping terlalu banyak penggabungan
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urusan apalagi urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar akan
mengakibatkan pelayanan tidak maksimal.

3. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan politik yang
Berdasakan ketentuan dan volume kerjanya lebih tepat kalau dibentuk
menjadi Kantor selain itu badan yang menangani masalah Pemberdayaan
masyarakat sebaiknya di gabung disim' karena dari sisi tugas dan
operasionalnya searah karena apabila diwadahi sendiri maka dikhélwatirkan
fungsinya akan tumpang tindih dan pelayanan kepada masyarakat akan
terbengkalai.

4. Dinas Kesehatan sebenarnya sudah sesuai dengan aturan yang ada, akan
tetapi penanganan urusan KB berada di Badan Keluarga Berencana dan
K_e]uarga Nasional Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga
mengakibatkan overlapping tugas, karena penanganan KB secara operasional
ditangani oleh Dinkes karena kelembagaannya sudah sesuai dengan aturan
dan adanya keterkaitan, sekaitan hal tersebut diatas maka sebaiknya tugas
pokok dan fungsi sekaitan dengan KB pada Bada Keluarga Berencana di
hapuskan sehingga tidak tumpang tindin pekerjaan

5. Dinas Perternakan dan perikanan dengan dinas pertanian dan ketahanan
pangan akan pisah menjadi 4 dinas masing-masing yakﬁi :.Dinas Pertanian,
Dinas Perikanan, Dinas Pangan Dan Dinas Perkebunan Dan Kehutanan.
Seharusnya dinas yang dapat digabung Dinas Pertanian dan Dinas

Perkebunan serta Dinas Pangan dapat digabung menjadi satu dinas karena
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satu rumpun menangani masalah pertanian dan agar terlihat ramping namun
kaya struktur dan fungsi.

6. Pembentukan Dinas Pertanahan akan terjadi tumpang tindih kewenangannya

~di daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dapat mengatasi

tumpang tindihnya pekerjaan antara kantor pertanahan dengan Badan

Pertanahan Nasional maka tugas pada kantor Pertanahan harus menyesuaikan

dengan kepentingan daerah, sehingga tidak saling sikut pekerjaan

Kemudian pembentukan lembaga lain yang diamanatkan oleh berbagai
peraturan perundang-undangan agar dapat dibentuk oleh daerah sesuai kebutuhan
dan kemampuan dacrah dan yang terpenting bahwa fungsi tersebut
diselenggarakan oleh daerah, karena ada kecenderungan bahwa apabila
Pemerintah Daerah tidak membentuk lembaga tersebut konsekuensinya tidak
mendapat dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah. Masih
terdapat intervensi pemerintah melalui pembentukan UPT Kementerian yang
sebenarnya fungsi UPT tersebut dapat di dekonsentrasikan/tugas pembantuan
kepada perangkat pemerintah daerah. Dalam hal ini perlu ditetapkan mekanisme

prosedur dan persyaratan pembentukan UPT Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya perlu mempertegas tugas, fungsi, dan kewenangan staf ahli
yang jelas sehingga dapat membantu atau memberikan second opinion kepada
kepala daerah dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Perlu ditetapkan
standarisasi nomenklatur yang berlaku secara nasional sehingga memudahkan

dalam pelaksanaan koordinasi, komunikasi, dan keterpaduan serta sinkronisasi
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program pemerintah dengan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari kondisi kelembagaan perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah yang ada pada saat i, disamping sulit menciptakan koordinasi pada
tataran implementasi kebijakan publik, juga berakibat pada pemborosan sumber
daya, sehingga akan mengakibatkan konflik antar organisasi. Selain itu kondisi
ini dapat mengundang kekecewaan masyarakat karena tidak jelasnya lembaga-
lembaga Pemerintah yang menangani urusan-urusan tertentu. Hal ini
mengakibatkan ketidaktaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, karena rantai birokrasinya terlalu panjang dan juga menimbulkan
biaya yang tinggi. Berdasarkan pengamatan tersebut dengan demikian berikut ini
dapat diberikan rekomendasi yang lebih jelas mengenai Perangkat Daerah yang
seharusnya ada di Kabupaten Aceh Tengah menurut urusan pemerintahan wajib
yang ditangani berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan UU Nomor 23 Tahun
2014. |
2. Langkah-Langkah Strategis Yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tengah dalam Rangka Persiapan Penerapan Undang-Undang Nomor
23 Tahun2014 |

Berdasarkan péngamata_n penulis tefdapat beberapa keunﬁmgan /manfaat
dan juga Kekurangan yang akan dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Tengah dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tersebut. namun Semuanya tergantung pada kesiapan daerah dalam menyikapi

permasalahan dan mengantisipasi akan munculnya permasalahan sebagai dampak
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dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun manfaat/keuntungan
yang akan dirasakan jika pemerintah daerah menerapkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 antara lain :

1. Dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adanya kejelasan dalam
pembagian urusan pemerintahan yang perlu ditangani dengan pembagian
kewenangan yang concurrent secara proporsional antar Pemerintah, Daerah
Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisien dengan mempertimbangkan keserasian hubungan
pengelolaan urusan pemerintah antar tingkat pemerintahan sehingga dalam
pelaksanaannya tidak terjadi rebutan kewenangan karena perangkat daerah
dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab dan
kewenangan masing-masing perangkat daerah. Namun tidak bearti bahwa
setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi
tersendiri.

2. Organisasi Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kriteria
kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta dipadukan
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan yang memenuhi syarat 4E
‘(efektif, efisien, ekon_omik,‘ _equity/adil). Sehingga . besaran organisasi

- perangkat daerah yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuban organisasi
perangkat daerah bagi masing-masing daerah dan benar-benar
mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan
tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwunjudkan, jenis dan

banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan
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kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan
ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas.

3. Terwwudnya postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, datar
(flat), transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya
dengan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berkualitas.
sehingga Pemerintah Daerah mampu menciptakan organisasi perangkat daerah
yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih
besar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

4. Dari aspek keuangan, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi anggaran,
sehingga dana yang ada lebih besar pemanfaatannya untuk belanja publik
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
dan pemeliharaan sarana prasarana bagi kepentingan pelayanan publik.

5. Dapat memberikan ruang partispasi yang lebih besar kepada masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan, karena Pemerintah Daerah

) melaksanakan urusan yang mampu dan harus masih dilaksanakan, selebihnya

~dapat didesentr;cllisasika,n pelaksanakannya kepada masyarakat atau pihak
swasta.

6. Dari segi pelayanan akan lebih efektif dan efisien, karena jeﬁjéng khierarkhi
| tidak 'terlalu .panja,ng dan berbelit-belit, karena inemiliki ukuran kinerja yang
_jelas & terukur dengan fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada

masyarakat sehingga setiap unit kerja melaksanakan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan bidang urusannya, sehingga masyarakat sebagai
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pengguna pelayar_ian mengetahui dengan jelas unit kerja sesuai dengan

urusannya masing-masing.

Sedangkan permasalahan yang akan muncul bila menerapkan Undang-
Undang ini dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah antara lain

adalah :

1) Adanya disharmonis dilingkungan kerja Pemerintah Daerah sebagai akibat
rasionalisasi pegawai sesuai’ dengan besaran Organisasi, akan ada pejabat
yang tidak menduduki jabatan. biasanya yang bersangkutan dapat

menyebarkan isu-isu negatif untuk memprofokasi masyarakat dsb.

2) Dari aspek keuangan dalam jangka pendek akan terjadi pembengkakan
anggaran sebagai akibat kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah
dalam rangka mengatasi dampak rasionalisasi pegawai, seperti kemungkinan
pensiun dini, pemberhentian dengan hormat bagi pegawai usia 50 tahun yang

dianggap tidak layak kerja lagi dan kemungkinan kebijakan lain yang diambil.

3) Waktu kerja para pejabat dijajaran Pemerintah Daerah banyak tersita dengan.
permasalahan kepegawaian sebagai akibat dari perubahan perangkat daerah

hanya saja hal ini tidak akan memakan waktu lama.
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BABYV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tengah belum Optimal yang disusun berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Penataan Organisasi dapat disimpulkan bahwa :

a. Efektifitas Organisasi (Refraiming)dalam Penataan Organisasi Pemerintah
Daerah Kabupaten Aceh Tengah belum Optimal karena Penataan
Organisasi Pemerintah Daerah dilakukan sekaligus dan tidak bertahap
terlihat tergesa-gesa sehingga tidak melihat aspek kebutuhan dan potensi
daerah serta kemampuan keuangan maupun ketersediaan atau kemampuan
Sumber Daya Manusianya tanpa kajian yang lebih mendalam terlebih
dahulu.

b. efisiensi Struktur Organisasi (Restructuring), Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah dalam membuat produk hukum, tidak mengkaji
terlebih dahulu apakah daerah telah siap melaksanakan produk hukum
tersebutb atau tidak melihat 'aspek kebutuhan dan potensi daerah serta
‘Kebijakan penataan organisasi pérangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah
dilihat dari pelaksanaannya belum mencapai kriteria efisiensi. Hal ini di
sebabkan karena pembentukan satuan kerja perangkat daerah yang di
lakukan melalui kebijakan penataan organisasi perangkat daerah masih

mengedepankan pola maksimal, padahal penerapan pola maksimal untuk

101

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43459 o

penataan organisasi perangkat daerah sangat menyerap anggaran yang
begitu banyak..

c. Kecukupan Organisasi (Revitalization) terhadap Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Tengah dalam penatanaan Organisasi Perangkat Daerah
Secara umum kebijakan penataan satuan kerja perangkat daerah di
Kabupaten Aceh Tengah dapat di katakan telah mencukupi kebutuhan
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

d. Perataan (Renewal) Penatanaan Aparatur penyelenggara pemerintahan
kriteria perataan ternyata kebijakan penataan organisasi perangkat daerah
Kabupaten Aceh Tengah sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhan.
Walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa kesalahpahaman tentang
tugas pokok dan fungsi masing — masing SKPD serta tumpang tindihnya
pekerjaan disebabkan uraian tugas yang sesuai

e. Responsivitas
Bahwa kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang
telah berjalan sesuai dengan pedoman teknis penataan kelembagaan
perangkat daerah yaitu Undang Nomor 23 _Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Namun dalam perjalanannya ada
kekurangan .yaitu llemahnya pemahamzin abaratur pemeriﬁtah daeréh
terhadap tugas pokok dan ﬁmgsiﬁya

f. Ketepatan
Bahwa peraturan daerah tentang penataan organisasi yang telah di susun

pemerintah kota Semarang telah di sesuaikan dengan peraturan yang lebih
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tinggi di atasnya

2. Langkah-Jangkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dikalangan

3 pegawai dan khususnya para pejabat struktural jika nantinya ada
perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan kriteria
tersebut.

2. ‘Membentuk tim khusus dan tim Anjab yang terdirt dari para pejabat pada
Badan Eksekutif Daerah dan dari Badan Legislatif Daerah serta unsur
masyarakat, LSM, Parpol dan mahasiswa dalam mengkaji dan meneliti
Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan organisasi perangkat
daerah serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam perubahan
OPD dan memperhatikan keterkaitan dengan urusan yang ditangani,
beserta pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan

rumpunnya.

B. SARAN

! Berdasarkan hasil peneltian, maka penulis menyarankan dalam rangka
penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Tengah yang akan-
dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai

berikut:

1. Upaya untuk mengatasi kurangnya efisiensi bisa di lakukan dengan
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menerapkan pola miskin struktur kaya fungsi, artinya dengan struktur
organisasi yang kecil dapat menangani tanggung jawab tugas yang besar tanpa
harus memperbesar pola struktur organisasi.

2. Untuk mengatasi kurangnya responsivitas dilakukan dengan memberikan
sosialisasi terhadap aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terkait
tugas pokok dan fungsi masing — masing SKPD agar tidak terjadi selisih

pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi SKPD.

(U8

Dan upaya untuk mengatasi péﬁnasalahan' ketepatan' adalah' dengan
memperhatikan analisis jabatan- dan analisis beban kerja agar dalam
menetapkan nomenklatur kelembagaan selalu mempertimbangkan tugas —
tugas dan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh SKPD

yang bersangkutan.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Kepala Bagian Organisasi

1) Bagaimana Menurut Bapak dalam menetapkan  struktur
Kepemertintahan yang efektif?

2) Bagaiamanakah tindak lanjut dari Undang-undang No 23 Tahun 2014
dalam penataan Organisasi di Pemerintah kabupaten Aceh Tengah?

3) Apa yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam penataan
organisasi?

4) Bagaimanakah seharusnya sikap pemerintah daerah kabupaten Aceh
Tengah yang menngharuskan Penataan Organisasi sesuai dengan
Undang —Undang Nomor 23 TAhun 2014

2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1) Bagaimana menurut Bapak PP nomor 18 Tahun 2018 terhadap
efisiensi organisasi ?

2) Faktor apa saja yang di perhitungkandalam pembentukan OPD?

3) Apakah pembentukan OPD ini sudah tepat dan dilakukan menurut
Undang undang yang mengatur hal tersebut?

4) Apakah Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam upaya untuk
Mengatur Pembentukan OPD agar sesesuai dan tepat sasaran?

5) Bagaimanakah seharusnya sikap pemerintah daerah kabupaten Aceh
Tengah yang menngharuskan Penataan Organisasi sesuai dengan
Undang —Undang Nomor 23 TAhun 2014

3. Sekretaris Daerah

1) Bagaiamanakah pembentukan organisasi berdasarkan pp Nomor 18
Tahun 20167

2) Apakah dalam penataan Organisasi berdasarkan PP Nomor 18 Tahun
2016 ini akan ada organisasi yang dihapus atau dibentuk baru?

3) Dalam melakukan penataan Organisasi di Kabupaten Aceh Tengah,
apakah pemerintah Kebupaten Aceh Tengah melaksanakannya sesuai
dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 20147

4) Bagaimanakah seharusnya sikap pemerintah daerah kabupaten Aceh
Tengah yang menngharuskan Penataan Organisasi sesuai dengan
Undang —Undang Nomor 23 TAhun 2014
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4. Asisten Administrasi Umum
1) Bagaimana penempatan Pegawai didalam suatu Organisasi untuk
menciptakan tingkat responsifitas yang baik di dalam pekerjaan?
2) Bagaimana menurut Bapak tentang ketersdiaan sumber daya
manusia di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah ?

5. Kepala Bidang Perencanaan dan Keejahteraan Aparatur Pada Badan
Kepegawaian dan pengembangan Sumber daya Manusia

1) Bagaimana menurut Bapak tentang ketersdiaan sumber daya
manusia di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah ?

2) Bagaimana penempatan Pegawai didalam suatu Organisasi untuk
menciptakan tingkat responsifitas yang baik di dalam pekerjaan

6. Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Aparatur Pada Badan Kepegawaian |,
Pendidikan dan Sumber Daya Manusia -

1) Dalam melaksanakan Pembinaan terhadap aparatur Sipil Negara, apa yang
sudah dilakukan pemerintah dacrah Kabupaten aceh Tengah. dan adakah
aturan yang mengatur hal tersebut?

2) Bagaimana penempatan Pegawai didalam suatu Organisasi untuk
menciptakan tingkat responsifitas yang baik di dalam pekerjaan
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